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PRAKATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alhamdulillahi rabb al-‘alamin, segala puji bagi Allah Swt., Tuhan 

semesta alam, atas berkat rahmat dan inayah-Nya kepada penulis, 

akhirnya penulisan buku ini telah rampung dikerjakan. Salawat dan 

salam kepada Nabi Muhammad Saw., semoga kita semua tercatat 

sebagai umatnya yang kelak mendapat syafaat di yaum al-hisab. Amin ya 

rabb al-‘alamin. 

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini berjudul Hukum Perdata 

Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, 

Hibah, dan Perwakafan). Buku ini disusun dalam rangka memenuhi 

kebutuhan bahan bacaan dan rujukan bagi para mahasiswa yang 

mempelajari mata kuliah hukum perdata Islam di Indonesia baik di 

lingkungan Perguruan Tinggi Islam Negeri, Swasta maupun Perguruan 

Tinggi Umum lainnya. 

Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia ini secara umum membahas 

tentang hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan perwakafan 

yang telah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. Buku ini akan dimulai dengan penjelasan singkat 

tentang istilah hukum perdata Islam di Indonesia, sejarah perkembangan 

hukum Islam di Indonesia dan proses perumusan Kompilasi Hukum 

v 



Islam yang merupakan hukum materiil dan menjadi bahan rujukan 
 

terhadap penyelesaian persoalan-persoalan keperdataan Islam di 

Indonesia. Pembahasan selanjutnya merupakan kajian materi hukum 

perdata Islam di Indonesia yang diawali dengan hukum perkawinan. 

Berawal dari ketentuan peminangan, prinsip-prinsip perkawinan, 

pencatatan perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan sampai 

dengan pembahasan putusnya perkawinan. Kajian tentang hukum 

perkawinan ini merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan perkawinan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 16 Tahun 

2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Buku ini juga akan membahas tentang ketentuan warisan, wasiat, 

hibah dan perwakafan yang berlaku di Indonesia. Segala peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan tersebut 

menjadi bahan rujukan bagi penulis. Di antaranya, Buku Kedua dan 

Ketiga KHI tentang Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Wakaf, UU No. 5 

Tahun 1960 Tentang Agraria, PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan 

Tanah Milik, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 

Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

Sebagai bahan analisis dan untuk memperkaya pembahasan, nantinya 

penulis juga akan merujuk kepada kitab-kitab fikih klasik dan pendapat 

para ahli hukum Islam di Indonesia. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan 

perlu lagi diadakan perbaikan baik dari segi isi, metodologi penulisan 

serta analisisnya. Untuk itu, saran, kritik dan perbaikan dari pembaca 

dengan senang hati akan penulis terima dan diiringi ucapan terima 

kasih. Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima 

kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan memfasilitasi 

penerbitan buku ajar ini. Kepada bapak Rektor UIN Sumatera Utara, 

Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A., penulis haturkan banyak terima 

kasih yang telah mempercayakan penulis sebagai penerima bantuan 

penerbitan buku ajar penelitian BPOPTN Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat UIN Sumatera Utara Tahun 2020 dengan 

dana DIPA tahun 2021. Kepada Prof. Dr. Pagar M.A., penulis ucapkan 

terima kasih atas bimbingan dan masukannya dalam pelaksanaan FGD 

penulisan buku ini. Kepada guru-guru penulis seperti Prof. Dr. H. M. 
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Yasir Nasution, alm. Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, M.A., Prof. 
 

Dr. Nawir Yuslem, M.A., dan guru-guru lainnya di Program Studi 

Hukum Islam PPS UIN SU, penulis juga haturkan banyak terima kasih 

yang telah mendidik dan membuka cakrawala berpikir penulis pada 

khazanah studi hukum Islam di Indonesia. 

Ucapan terima kasih ini juga penulis sampaikan kepada bapak 

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU, Dr. Ardiansyah, Lc., M.A. 

dan bapak Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam, Nurul Huda Prasetia, 

M.Ag., atas dukungan morilnya dalam proses belajar mengajar di 

Fakultas tempat penulis bertugas. Kepada rekan-rekan sejawat seperti 

bapak Drs. Abdul Mukhsin, M.Soc.Sc., Irwan, M.Ag., Dr. H. Ramadhan 

Syahmedi, Dr. Mhd Yadi Harahap dan Heri Firmansyah, M.A., penulis 

ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan diskusi-diskusi kecilnya. 

Kepada Ahmad Tamami, S.H., Abdul Majid al-Faruq, S.H. dan Hamidi 

Ashgari Lubis, S.H., terima kasih atas bantuan dalam proses pencarian 

data, penyusunan dan penerbitan buku ini. Kepada teman-teman 

mahasiswa PPS S3 Hukum Islam UIN SU, penulis juga ucapkan terima 

kasih atas sharingnya baik selama perkuliahan dan juga pada forum FGD. 

Kepada istri penulis, dr. Aunatika Lubis dan anak-anak Abi, Ayesha 

Shidqina Saragih, Muhammad Avisenna Siddiq Saragih dan Ruqayya 

Shidqina Saragih, terima kasih atas kasih sayang dan kebersamaannya. 

Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Swt., baik di dunia dan juga 

di akhirat kelak. Untuk orang tua penulis, Suminan Saragih (ayah) dan 

Sawiyah Sinaga (emak) dan seluruh keluarga, penulis haturkan terima 

kasih atas didikan, dukungan materiil dan moril yang telah diberikan 

selama ini. Semoga ayah dan emak selalu dalam lindungan dan rahmat 

Allah Swt. Kepada bapak mertua (Awaluddin Lubis) dan ibu mertua 

(Mulyana), penulis juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih 

atas doa-doa dan dukungannya. Terakhir, kepada kawan-kawan aktivis 

dakwah di Muhalla, Masjid Al-Falah Desa Marjanji, terima kasih penulis 

ucapkan atas perhatian dan kebersamaannya. Semoga buku ini dapat 

menjadi amal jariyah bagi penulis. Amin ya rab ‘alamin. 

 
Tanjung Morawa, 10 September 2021 

 

Ibnu R. Siddik,T. M.A. 
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Bab 1 | Hukum Perdata Islam di Indonesia 

BAB 1 
HUKUM PERDATA ISLAM 

DI INDONESIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Pengertian Hukum Perdata Islam di Indonesia 

Untuk melihat secara jelas arti dari hukum perdata Islam di Indonesia, 

ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu beberapa istilah kunci 

meliputi hukum, hukum Islam, dan hukum perdata Islam. Berkenaan 

dengan definisi hukum, sangat sulit diperoleh kesepakatan tentang 

apa arti sebenarnya. Para ahli hukum membuat definisi berdasarkan 

sudut pandang (approach) mereka masing-masing. John Austin (1790- 

1859) mendefinisikan hukum sebagai sebuah aturan yang ditentukan 

untuk membimbing manusia oleh manusia yang memiliki kekuasaan 

terhadapnya.1 Thomas Aquinas (1225-1275) menyebutkan bahwa 

hukum merupakan aturan atau norma yang bisa saja berasal dari wahyu 

(ius divinum positivum), alam (ius naturale), bangsa-bangsa (ius gentium) 

dan hukum positif manusiawi (ius positivum).2 

 

 
1Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, terj. 

Yudian Wahyudi Asmin, dkk., (Yogyakarta: Tiara Wicana,, 1991), h. 46. 
2Lihat Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1990), h. 39. 

1 



Lazimnya, hukum diartikan sebagai kaidah atau norma yang 
 

merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang 

dianggap pantas. Hukum kadang juga diartikan sebagai keputusan dari 

pejabat. Misalnya, keputusan hakim merupakan hukum dan keputusan 

seorang kepala desa juga bisa dikatakan sebuah hukum. Para sosiolog 

biasanya mengartikan hukum sebagai perilaku yang teratur atau ajeg. 

Artinya perilaku yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang 

sama yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai kedamaian dalam 

masyarakat. Kedamaian tersebut merupakan keserasian antara ketertiban 

dengan ketentraman yang di satu pihak merupakan kepentingan umum 

dan di lain pihak merupakan kepentingan pribadi.3 

Setidaknya, ada empat ciri hukum yang membedakannya dengan 

kaidah-kaidah lain,4 yaitu: 

1. Hukum merupakan keputusan-keputusan penguasa yang tujuannya 

untuk mengatasi segala ketegangan dan kegoncangan yang terjadi 

di dalam masyarakat (attribute of authority). 

2. Keputusan-keputusan hukum tersebut mempunyai daya jangkau 

yang panjang untuk masa yang akan datang (attribute of intention of 

universal application). 

3. Keputusan-keputusan penguasa tersebut haruslah berisikan 

kewajiban-kewajiban pihak pertama kepada pihak kedua dan 

sebaliknya (attribute of obligatory). 

4. Menentukan bahwa keputusan-keputusan penguasa harus 

didukung oleh sanksi, baik berupa sanksi jasmani maupun rohani 

(attribute of sanction). 

Sebutan hukum Islam adalah terminologi baru dalam khazanah 

keilmuan Islam. Dalam Al-Qur’an, Hadis atau literatur kajian keislaman, 

istilah hukum Islam tidak dijumpai. Dalam literatur kajian hukum 

Barat, istilah hukum Islam diterjemahkan dengan islamic law. Sebelum 

sebutan itu muncul dan menjadi populer, istilah-istilah yang biasa 

digunakan di kalangan umat Islam adalah al-syariah, al-hukm al-syar’iy, 

 
 

3Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 
1986), h. 43-44. 

4Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, peny. Tjun Suryaman, (Bandung: Remaja Karya, 
1985), h. 10. 
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al-fiqh dan al-qanun.5 Hukum Islam bisa saja merujuk kepada salah 
 

satu dari keempat istilah tersebut.6 Hukum Islam dalam arti sebagai 

nilai-nilai aturan baik dan buruk secara umum yang terdapat di dalam 

Al-Qur’an dan Sunnah adalah al-syari’ah.7 Hukum Islam dalam arti 

norma-norma tentang perilaku manusia yang telah terkategorisasi ke 

dalam hukum taklifiy (wajib, sunnat, haram, makruh, dan mubah) dan 

hukum wad’iy (sebab, syarat dan penghalang) adalah al-hukm al-syari’ah.8 

Hukum Islam dengan arti pemahaman mujtahid terhadap hukum Islam 

yang berhubungan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil 

yang terperinci adalah al-fiqh.9 Sementara itu, hukum Islam dalam arti 

peraturan perundang-undangan adalah al-qanun. 

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. 

Djojodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht pada masa 

pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata 

adalah civielrecht dan privatrecht. Hukum perdata adalah keseluruhan 

kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang 

 
5M. Yasir Nasution mengajukan dua asumsi lahirnya sebutan hukum 

Islam ini. Pertama, istilah hukum Islam mulai dipergunakan setelah umat Islam 
mengalami kontak kedua dengan Barat, yaitu ketika sistem sosial mereka termasuk 
di dalamnya pranata hukum relatif lebih maju penataannya dalam pengendalian 
kehidupan masyarakat. Dalam kontak kedua ini dunia Barat sudah lebih maju 
daripada dunia Islam secara umum. Kekaguman terhadap kemajuan dunia Barat 
mendorong semangat pembaruan pemahaman ajaran agama dan mengadakan 
interpretasi baru terhadap konsep-konsep lama. Ada kemungkinan bahwa sebutan 
hukum Islam muncul dalam semangat pembaruan ini sebagai satu upaya untuk 
menjadikan ajaran Islam tentang pranata pengendalian kehidupan masyarakat 
(hukum) dapat “dengan mudah” dihadapkan mengimbangi hukum Barat. Kedua, 
kemungkinan lain sebutan hukum Islam berasal dari ilmuwan-ilmuwan Barat 
yang banyak mengadakan pengkajian terhadap Islam, baik ajaran-ajaran maupun 
kehidupan masyarakatnya, sebagai upaya penyesuaian istilah dengan tradisi Barat 
untuk memudahkan klasifikasi dalam memahami ajaran Islam. M. Yasir Nasution, 
Kehidupan Bersendi Kesalehan, (Medan: IAIN Press, 2010), h. 26. 

6Bandingkan dengan Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: 
Universitas Islam Bandung, 1995), h. 10-12 dan Muhammad Daud Ali, Hukum 
Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 1998), h. 38-43. 

7Mahmud Syaltut, al-Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah, (Kairo: Dar al-Kalam, 1968), 
h. 12. 

8Wahbah Al-Zuhailiy, Usul al-Fiqh Al-Islam, Juz I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 
h. 37-38. 

9Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al- 
Islamiyah, 1968), h. 11. 
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mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum 
 

yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan 

kemasyarakatan.10 Istilah hukum perdata dalam arti yang luas meliputi 

semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur 

kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata ini juga lazim 

dipakai sebagai lawan dari istilah pidana.11
 

Jadi, secara sederhana dapat didefinisikan bahwa hukum perdata 

adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum 

antara orang yang satu dan orang yang lain.12 Berdasarkan definisi 

ini, setidaknya ada tiga unsur yang menjadi ciri dari hukum perdata 

yaitu; 1) peraturan hukum (rechtsregel, rule of law), 2) hubungan hukum 

(rechtsbetrekking, legal relation) dan 3) orang (persoon, person). Peraturan 

artinya rangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Peraturan itu ada 

yang tertulis ada tidak tertulis. Istilah perdata berasal dari bahasa 

Sanskerta yang berarti warga (burger), pribadi (private) sipil bukan 

militer (civiel). Hukum perdata artinya hukum mengenai warga, pribadi, 

sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban. Hubungan hukum adalah 

hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum 

itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, 

pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Orang (person) adalah 

subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak 

dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. 

Manusia pribadi dan badan hukum mungkin warga negara Indonesia 

mungkin juga warga negara asing. Hukum perdata ada yang tertulis 

dan tak tertulis, hukum perdata dalam arti luas dan sempit, hukum 

perdata nasional dan internasional. Hukum perdata tertulis adalah 

hukum perdata yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang 

diundangkan dalam staatsblad atau lembaran negara, contohnya hukum 

perdata Barat yang dimuat dalam BW (KUHPdt) yang diundangkan 

dalam staatsblad 1847-23. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974 yang diundangkan dalam LN Tahun 1974 Nomor 1.13
 

 

10Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 
2014), h. 6. 

11Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 9. 
12Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, Cet. III, 2000), h. 1. 
13Ibid., h. 2. 
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Hukum perdata tak tertulis adalah hukum yang hidup dan 
 

berkembang dalam masyarakat dibuat oleh masyarakat bukan oleh 

pembentuk undang-undang. Hukum perdata tak tertulis lazim disebut 

dengan istilah hukum adat. Kemudian hukum perdata dapat dibagi 

kepada hukum perdata materiil dan formil. Hukum perdata materiil 

adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup 

bermasyarakat. Hukum perdata formal hukum adalah hukum yang 

mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak 

dan kewajiban itu. 

Hukum perdata materiil mengatur segala persoalan mengenai: 

1. orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (personenrecht) 

2. keluarga sebagai unit masyarakat terkecil (familierecht) 

3. harta kekayaan (vermogensrecht) 

4. pewarisan (erfrecht).14
 

Adapun yang dimaksud dengan hukum perdata Islam atau yang 

biasa disebut fiqh mu’amalah secara umum bermakna norma hukum 

yang memuat pembahasan tentang; (1) munakahat (hukum perkawinan, 

mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian 

serta akibat-akibat hukumnya); (2) wirasah atau faraid (hukum 

kewarisan mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan 

pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan serta pembagian 

harta warisan). Selain pengertian umum, hukum perdata Islam secara 

khusus bermakna norma hukum yang mengatur masalah kebendaan 

dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, 

pinjam meminjam, persyarikatan (kerja sama bagi hasil), pengalihan 

hak dan segala yang berkaitan dengan transaksi.15
 

Dengan demikian, secara umum istilah hukum perdata Islam di 

Indonesia dapat didefinisikan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan 

dalam Islam yang mengatur tentang hubungan perorangan dan 

kekeluargaan di antara warga negara Indonesia yang menganut agama 

Islam. Tujuannya agar di dalam hubungan hukum antara seseorang 

dengan orang lain yang beragama Islam, baik di dalam internal 

 
 

14Ibid., h. 5. 
15Lihat Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

2006), h. 1. 
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keluarga maupun dalam hubungan perorangan yang lain, yang berada 
 

di Indonesia, dapat berjalan dengan baik dan tercipta tertib hukum, 

tertib sosial dan tertib masyarakat.16 Ruang lingkup kajian hukum 

perdata Islam di Indonesia kemudian dipersempit kepada hukum Islam 

yang berhubungan dengan keperdataan meliputi hukum perkawinan 

Islam, hukum kewarisan Islam dan hukum perwakafan Islam yang telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Dengan demikian, aspek perdata Islam yang telah diatur dalam hukum 

positif Indonesia saja yang menjadi objek kajian dari studi hukum 

perdata Islam di Indonesia sebagaimana yang dapat dilihat pada buku 

I tentang perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang 

Perwakafan dari susunan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, buku 

ini akan mencoba membahas ketiga aspek hukum perdata Islam di 

Indonesia tersebut mencakup hukum perkawinan Islam, kewarisan 

Islam, hibah, wasiat dan hukum perwakafan yang berlaku di Indonesia. 

Hal ini sesuai dengan mata kuliah hukum perdata Islam di Indonesia 

yang diajarkan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara 

 
B. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia 

Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang 

seiring dengan masuknya agama Islam itu sendiri ke bumi Nusantara. 

Babakan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat 

diklasifikasikan kepada enam masa meliputi; masa Sebelum Penjajahan, 

masa Penjajahan Belanda, masa Penjajahan Jepang, masa Menjelang dan 

Sesudah Kemerdekaan, masa Orde Baru dan masa Reformasi. Berikut 

ini akan dijelaskan secara singkat perkembangan hukum Islam pada 

tiap masa tersebut. 

 
1. Hukum Islam pada Masa Sebelum Penjajahan 

Sebelum negara-negara Barat datang menjajah, hukum Islam di Indonesia 

sebenarnya telah lama hidup dan berkembang pada masyarakat Islam 

kala itu, hal ini tentunya sangat berkaitan dengan awal pertumbuhan 

 
 

16Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Depok: PT RajaGrafindo 
Persada, 2019), h. 8-9. 
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dan perkembangan agama Islam itu sendiri. Sebelum Islam datang, di 
 

dalam masyarakat Indonesia telah membudaya kepercayaan animisme 

dan dinamisme. Kemudian lahirlah kerajaan-kerajaan yang masing- 

masing dibangun atas dasar agama yang dianut mereka, misalkan 

Hindu, Budha dan disusul dengan kerajaan Islam yang didukung para 

wali pembawa dan penyiar agama Islam.17
 

Melalui pendekatan arkeologi (archaeology) dapat dikemukakan 

bahwa penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah termasuk Indonesia, 

berlangsung sejalan dengan proses sosialisasi agama tersebut, baik 

secara doktrin maupun unsur-unsur budaya masyarakat muslim. Di 

Indonesia, fenomena tersebut bisa dilihat misalnya dari sebaran angka- 

angka tahun dan bukti-bukti tertua kehadiran komunitas muslim di 

Sumatera Utara (1206 M), Pasai, Aceh (1297 M) dan Troloyo, Mojokerto 

(1368 M).18 Terlepas dari perbedaan pendapat dari mana dan kapan 

Islam masuk ke Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa sejalan dengan 

kenyataan sejarah hukum Islam sudah menjadi hukum yang berkembang 

dan menyatu dalam keseharian umat Islam pada waktu itu.19
 

Ibnu Batutah, seorang pengembara Arab muslim asal Maroko, 

ketika beliau singgah di Samudera Pasai pada tahun 1345 M, melalui 

catatannya menjelaskan tentang kekagumannya terhadap kemampuan 

Sultan Malik al-Zahir ketika berdiskusi tentang masalah Islam dan ilmu 

fikih. Ternyata, selain sebagai seorang raja, Malik al-Zahir yang menjadi 

sultan Pasai ketika itu, juga seorang Fuqaha’ (ahli hukum Islam). Bahkan 

ahli hukum Islam kerajaan Islam Malaka datang menghadap ke Malik 

al-Zahir untuk mendapatkan keputusan mengenai berbagai masalah 

hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat. Adapun mazhab hukum 

yang dianut pada kerajaan Pasai pada waktu itu adalah mazhab Syafi’i.20
 

Perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan Islam di Nusantara, 

tidak semata-mata hasil pengaruh yang diberikan oleh para penguasa 

atau peranan saudagar dalam penyebaran Islam, tapi para intelektual 

 
17Edi Rosman, “Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Sejarah dan Relevansi 

Praktis Pembaruan Hukum Nasional”. Al Hurriyah, Vol. 01, No. 01, Januari-Juni 
2016, h. 30. 

18Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban Jejak Akeologis dan Historis Islam 
Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 35. 

19Fatah Hidayat, “Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia”, 
An Nisa, Vol. 9, No. 2, Desember 2014, h. 3. 

20Lihat Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar…, h. 209-210. 
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muslim (ulama) juga turut memberikan peran yang amat besar. Hal ini 
 

diketahui melalui tulisan-tulisan tentang hukum Islam yang menjadi 

pegangan umat. Nuruddin al-Raniri (w. 1658 M) menulis buku dengan 

judul Al-Sirat Al-Mustaqim pada tahun 1628 M. Menurut Hamka, kitab 

hukum Islam yang ditulis oleh Al-Raniri ini merupakan kitab hukum 

pertama yang disebarkan ke seluruh Indonesia.21 Di samping kitab ini, 

karya-karya fikih al-Raniri lainnya adalah Jawahir al-‘Ulum fi Kasf al- 

Ma’lum, Kaifiyat al-Salat dan Tanbih al-‘awm fi Tahqiq al-Kalami fi ‘al-Nawafil. 

Ulama lain yang terkenal berasal dari kerajaan di Aceh adalah Abd Ra’uf 

al-Sinkili (1042-1105 M). Karya monumentalnya berjudul Mir’at al-Tullab 

fi Tasyi al-Ma’rifah al-Ahkam al-Syar’iyah li al-Malik al-Wahab. Kitab fikih 

ini ditulis oleh al-Sinkili atas permintaan Sultan Aceh, Sayyidat al-Din 

dan diselesaikan pada tahun 1074 H/1633 M.22
 

Di samping itu, hukum Islam juga sudah mengakar di Kerajaan 

Islam Mataram. Di masa Sultan Agung berkuasa misalnya, hukum 

qisas hidup dan berpengaruh besar di kerajaan tersebut. Hukum Islam 

dipakai untuk mengadili perkara kenegaraan, seperti perkara-perkara 

yang membahayakan keselamatan kerajaan. Tidak hanya di lingkungan 

kerajaan/keraton hukum Islam juga menyebar di tengah-tengah 

masyarakat. Misalnya di Cirebon, telah berkembang hukum Islam yang 

berhubungan dengan masalah-masalah kekeluargaan. Di Priangan, 

terdapat Pengadilan Agama yang mengadili perkara-perkara subversif 

yang berpedoman kepada rukun-rukun yang ditetapkan oleh penghulu 

yang sekaligus sebagai para pemuka agama di kerajaan. 

Hukum Islam juga mengalami perkembangan pesat di Kerajaan 

Banjar, Kalsel, terutama sejak masuk Islamnya Sultan Banjar. Geliat 

perkembangan hukum Islam di Banjar semakin pesat terasa dengan 

keberadaan para mufti dan qadhi yang bertugas sebagai penasihat 

kerajaan dalam bidang agama dalam menangani masalah-masalah yang 

berkenaan dengan hukum keluarga dan perkawinan dari rakyat yang 

berada di bawah pemerintahan kerajaan Banjar. Tidak hanya saja dalam 

masalah hukum keluarga, tapi mereka juga menyelesaikan perkara- 

perkara pidana/jinayah. Bahkan pada masa ini dalam perkembangan 

hukum Islam, mereka telah mengenal kodifikasi hukum Islam, sekalipun 
 

21Ibid., h. 221. 
22Lihat Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara 

Abad XVII-XVIII, (Bandung: Mizan, 1994), h. 200. 
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dalam bentuk yang sederhana yang kemudian dikenal dengan undang- 
 

undang Sultan Adam.23
 

Di daerah kesultanan Banjar di Banjarmasin, tokoh ulama fikih 

yang terkenal adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812 

M). Beliau menulis kitab yang berjudul Sabil al-Muhtadin Li Tafaqquh fi 

Amri al-Din yang bercorak mazhab Syafi’iyah. Menurut Daud Ali, kitab 

ini merupakan syarah dari kitab al-Sirat al-Mustaqim karangan Nuruddin 

al-Raniri. Kitab ini dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa 

antara umat Islam di daerah kesultanan Banjar.24 Di Banten (Serang) juga 

muncul seorang ulama hukum Islam yang bernama Syekh al-Nawawi al- 

Bantani (1813-1879). Karya fikihnya yang terkenal adalah Uqud al-Lujain 

(hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban istri) yang merupakan 

kitab wajib bagi santri-santri di berbagai pesantren. Beliau juga menulis 

dua kitab jenis perukunan yaitu Sullam al-Munajat, merupakan sebuah 

komentar atas kitab Safinah al-Salah oleh Abdullah bin Umar al-Hadrani, 

dan Kasyifah al-Saja’atas Safinah al-Najah Salim bin Abdullah bin Samir.25
 

Dari gambaran sejarah di atas terlihat bahwa sebelum kedatangan 

penjajah di Nusantara, hukum Islam telah berkembang tidak hanya 

dalam praktik kehidupan sehari-hari tapi juga telah menghasilkan 

khazanah intelektual berupa karya-karya buku yang sangat terkenal 

dan dapat dipergunakan sampai sekarang. Dalam praktik sehari-hari, 

umat Islam yang tersebar di berbagai kerajaan dan kesultanan di 

Nusantara telah menerapkan hukum Islam dalam bidang muamalah, 

ahwal syakhsiyyah (perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan (al- 

qadha) dan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. 

Peradilan Agama bagi pemeluk agama Islam di Indonesia juga 

bukan sesuatu yang baru. Akar sejarah sistem peradilan agama telah 

ada dan dijalankan sejak masa kerajaan Islam di Indonesia. Tidak 

ada kerajaan Islam di Indonesia yang tidak mempergunakan sistem 

peradilan agama, seperti dijumpai di kerajaan Islam Demak, Mataram, 

Aceh dan sebagainya.26 Islam menjadi pilihan bagi masyarakat karena 

 
23Fatah Hidayat, “Dinamika Perkembangan Hukum.  ”, h. 4. 
24Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar…, h. 211. 
25Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat; Tradisi-tradisi Islam 

di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1995), h. 128. 
26Bagir Manan, “Strategi Pengembangan Peradilan Agama” Makalah disajikan 

pada Sarasehan Sehari PPHIM tentang Format Peradilan Agama di Masa Depan, 
Jakarta, 1998, h. 1. 
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kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. 
 

penganutnya. Masyarakat pada periode ini dengan rela dan patuh, 

tunduk dan mengikuti ajaran-ajaran islam dalam berbagai dimensi 

kehidupan. Namun keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan 

datangnya kolonialisme Barat. 
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